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PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  53   TAHUN 2015 

TENTANG 

PENILAIAN HASIL BELAJAR OLEH PENDIDIK DAN SATUAN PENDIDIKAN 

PADA PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

  

Menimbang  :  a.  bahwa pengaturan mengenai penilaian hasil belajar oleh 

pendidik untuk pelaksanaan kurikulum 2013 sebagaimana 

diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayan 

Nomor 104 Tahun 2014 tentang penilaian hasil belajar oleh 

pendidik pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah 

sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan 

hasil belajar peserta didik; 

b. bahwa belum ada Peraturan Menteri yang mengatur tentang 

penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan untuk 

pelaksanaan kurikulum 2013; 

c. bahwa belum ada Peraturan Menteri yang mengatur tentang 

penilaian hasil belajar oleh pendidik dan satuan pendidikan 

untuk pelaksanaan kurikulum 2006; 
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d.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang 

penilaian hasil belajar oleh pendidik dan satuan pendidikan 

pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;  

Mengingat :  1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4301);  

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5670);  

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Lembaga Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

4. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15); 

5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 mengenai 

Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri 

Kabinet Kerja Periode 2014 – 2019 sebagaimana telah 

diubah 79/P tentang Pengggantian Beberapa Menteri 

Kabinet Kerja Periode 2014 – 2019; 

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 

Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 

dan Kurikulum Tahun 2013; 

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan; 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

TENTANG PENILAIAN HASIL BELAJAR OLEH PENDIDIK DAN 

SATUAN PENDIDIKAN PADA PENDIDIKAN DASAR DAN 

PENDIDIKAN MENENGAH.  

  

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:  

1.   Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik adalah proses 

pengumpulan informasi/data tentang capaian 

pembelajaran peserta didik dalam aspek sikap, aspek 

pengetahuan, dan aspek keterampilan yang dilakukan 

secara terencana dan sistematis yang dilakukan untuk 

memantau proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil 

belajar melalui penugasan dan evaluasi hasil belajar.  

2.   Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan adalah 

proses pengumpulan informasi/data tentang capaian 

pembelajaran peserta didik dalam aspek pengetahuan dan 

aspek keterampilan yang dilakukan secara terencana dan 

sistematis dalam bentuk penilaian akhir dan ujian 

sekolah/madrasah. 

3.   Satuan Pendidikan adalah Sekolah Dasar/Madrasah 

Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/MI/SDLB), 

Sekolah Menengah Pertama/Madrasah 

Tsanawiyah/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa 

(SMP/MTs/SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Madrasah 

Aliyah/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa 

(SMA/MA/SMALB), dan Sekolah Menengah 

Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan/Sekolah Menengah 

Kejuruan Luar Biasa (SMK/MAK/SMKLB). 

4.   Penilaian Akhir adalah kegiatan yang dilakukan untuk 

mengukur pencapaian kompetensi peserta didik pada 

akhir semester dan/atau akhir tahun.  

5.   Ujian Sekolah/Madrasah adalah kegiatan yang dilakukan 

untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik 

sebagai pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian 
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dari suatu Satuan Pendidikan. 

6.   Kriteria Ketuntasan Minimal yang selanjutnya disebut 

KKM adalah kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan 

oleh Satuan Pendidikan yang mengacu pada standar 

kompetensi kelulusan, dengan mempertimbangkan 

karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, 

dan kondisi Satuan Pendidikan 

Pasal 2 

Peraturan Menteri ini bertujuan mengatur Penilaian Hasil 

Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan pada Pendidikan 

Dasar dan Menengah dalam pelaksanaan Kurikulum 2006 dan 

Kurikulum 2013. 

 

Pasal 3 

(1) Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik berfungsi untuk 

memantau kemajuan belajar, memantau hasil belajar, dan 

mendeteksi kebutuhan perbaikan hasil belajar peserta 

didik secara berkesinambungan.  

(2) Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memenuhi 

fungsi formatif dan sumatif dalam penilaian.  

(3) Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik memiliki tujuan 

untuk:    

a. mengetahui tingkat penguasaan kompetensi;  

b. menetapkan ketuntasan penguasaan kompetensi;  

c. menetapkan program perbaikan atau pengayaan 

berdasarkan tingkat penguasaan kompetensi; dan 

d. memperbaiki proses pembelajaran. 

 

Pasal 4 

Penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang Pendidikan 

Dasar dan Pendidikan Menengah didasarkan pada prinsip-

prinsip sebagai berikut: 

a.  sahih, berarti penilaian didasarkan pada data yang 

mencerminkan kemampuan yang diukur; 
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